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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat 1
menyebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kestuan Republik Indonesia.

Istilah desa menurut Moh. Kusnardi dan Harmally Ibrahim dalam makna
Hukum Tata Negara, tidaklah dipakai untuk menunjuk bahwa terdapat
keseragaman, atau kesatuan pendapat. Istilah desa dipakai karena untuk kesatuan
masyarakat yang terendah, istilah desa telah menjadi istilahn umum. Menurut
kacamata politik, desa dipahami sebagai organisasi kekuasaan yang memiliki
kewenangan tertentu dalam struktur pemerintahan negara.

Undang-undang Rl Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat 1
menyebutkan bahwa Dana Desa masuk dalam salah satu pendapatan desa. Dana
Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan

Belanja

Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo. Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara
Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia. (Jakarta: Kencana. 2011), him. 250.



Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan
pemberdayaan masyarakat. Dana Desa yang disalurkan pemerintah lebih
ditujukan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Desa Pimping adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Lampihong
Kabupaten Balangan. Masyarakat disana mayoritas hanyalah bekerja sebagai
petani, dengan pekerjaan masyarakat sebagai petani maka dari itu Pemerintah desa
lebih mengutamakan pemeliharan dan peningkatan pada bidang pertanian. Dalam
pengelolaan keuangan desa di desa Pimping mengalami ketertinggalan dari segi
pembangunan, Desa Pimping dari segi pembangunan belum memiliki Kantor
Kepala Desa untuk pemerintah desa bekerja serta akses jalan untuk menuju desa
tersebut juga masih dikatakan tidak baik.

Desa Pimping Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan berbeda
dengan desa yang lain yang ada di Kecamatan Lampihong. Perbedaan tersebut
terlihat dari segi pembangunan. Desa Pimping ini masih banyak kekurangan selain
belum memiliki Kantor Kepala Desa dan juga dari segi kesejahteraan
masyarakatnya masih kurang karena masyarakat disana belum mendapatkan
bantuan berupa kamar mandi. Desa Pimping ini juga belum memiliki Badan
Usaha Milik Desa (BUMD) untuk menunjang meningkatkan pendapatan desa.

Perbandingan Desa Pimping dengan desa yang sama berada di Kecamatan
Lampihong Kabupaten Balangan yaitu Desa Tanah Habang Kanan Kecamatan
Lampihong Kabupaten Balangan terlihat dari segi pembangunan, Desa Tanah

Habang Kanan memiliki bangunan yang belum dimiliki Desa Pimping yaitu



gedung serbaguna atau yang sekarang digunakan untuk gedung olahraga, balai
rakyat, dan juga rumah dinas polisi untuk polisi yang diberi tugas untuk menjaga
keamanan di desa tersebut. Sedangkan Desa Pimping Kecamatan Lampihong
Kabupaten Balangan belum memiliki bangunan tersebut.

Keberhasilan terhadap pengelolaan keuangan desa tidak dapat terlepaskan
dari tata pemerintahan desa. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Pemerintah desa diselenggarakan
dibawah pimpinan seorang Kepala Desa sebagai penyelenggara dan bertanggung
jawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, termasuk
pembinaan ketentraman dan ketertiban serta menumbuh kembangkan semangat
pembangunan yang dijiwai atas asas bersama dan asas kekeluargaan. Suatu
pemerintah tidak akan berjalan dengan baik meskipun ditunjang dengan adanya
perencanaan yang baik, pengawasan yang baik, partisipasi masyarakat yang baik
apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan keuangan yang baik. Oleh karena itu,
dapat dikatakan bahwa berhasil atau tidaknya suatu pembangunan dilihat dari
pengelolaan keuangan oleh pemerintah desa.’

Pemerintah Desa perlu terus berkembang sesuai dengan perkembangan
kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain,
perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat desa karena adanya gerakan
pembangunan desa perlu diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas

pemerintahan desanya. Sehingga, desa dan masyarakatnya tidak hanya sebatas

®Elisabeth Siringo Ringo. “Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Adi Jaya Kecamatan
Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah”. (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum.
Univesitas Lampung), him. 6.



sebagai objek pembangunan, tetapi dapat memposisikan diri sebagai salah satu
pelaku pembangunan.’

Masyarakat sebagai kelompok individu disuatu Negara juga harus terlibat
dalam pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana yang tercantum dalam asas-asas
pengelolaan keuangan desa yang menyatakan bahwa masyarakat dan lembaga
desa ikut berpastisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, disamping adanya
unsur-unsur lain seperti transparansi, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran.*

Pemberian dana ke desa yang begitu besar, sehingga dalam pengelolaan
keuangan desa tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula pada Aparat
Pemerintah Desa. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip
akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan
penyelenggaraan pemerintah desa harus dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat desa sesuai ketentuan, sehingga terwujud Tata Kelola Pemerintah
Desa yang baik.”

Pada prinsipnya tanggungjawab dalam Islam itu berdasarkan atas
perbuatan individu saja sebagaimana ditegaskan dalam beberapa ayat seperti ayat

66-67 Surat Al-Ahzab , yang berbunyi :

3Sri Wulandari. S. “Analisis Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi
Dana Desa (ADD) di Desa Margolembo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Kuwu Timur”.
(Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Politik . Universitas Hasanuddin Makassar).

*lcuk Rangga Bawono. Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana desa. (Jakarta: PT
Grasindo, 2019), him. 106.

*Riska Apriliana. “Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan Good
Governance”. (Skripsitidak diterbitkan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam
Negeri Surakarta), him. 24.
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“Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikan dalam neraka, mereka
berkata: "Alangkah baiknya, andaikata Kami taat kepada Allah dan taat (pula)
kepada Rasul". Dan mereka berkata;:"Ya Tuhan Kami, Sesungguhnya Kami telah
mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar Kami, lalu mereka
menyesatkan Kami dari jalan (yang benar)”.6

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) pada pemerintahan
desa Pimping jumlah pendapatan desa Pimping pada tahun anggaran 2019 adalah
sebesar 1.248.497.000,00 dan jumlah belanja desa Pimping sebesar
1.452.279.629,00. Untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)
tahun anggaran 2020 jumlah pendapatan sebesar 1.276.642.169,00 dan adapun
jumlah belanja desa Pimping yakni 1.445.164.092,00. Namun hasil dari
pengelolaan keuangan desa Pimping untuk pembangunan sampai saat ini masih
belum terlihat.

Maka dari itu penulis tertarik ingin mengetahui bagaimana Kinerja
Pemerintah Desa Pimping Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan dalam
mengelola keuangan desa , sehingga berbeda dengan Desa Tanah Habang Kanan.
Untuk mengkaji lebih dalam mengenai hal tersebut penulis ingin menuangkat
dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “Pengelolaan

Keuangan Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Pimping Kecamatan

Lampihong Kabupaten Balangan”.

®Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an dan Terjemah. (Bandung:
Diponegoro, 2010), him. 427.



B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pemerintah desa dalam pengelolaan Keuangan Desa di Desa
Pimping Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan ?
2. Apa kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam pengelolaan Keuangan

Desa di Desa Pimping Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan ?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa di Desa
Pimping Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam pengelolaan

keuangan desa di Desa Pimping Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan.

D. Signifikansi Penelitian
Signifikasi berisi manfaat penelitian, manfaat penelitian dibedakan antara
manfaat ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis.” Manfaat teoritis dan praktis
akan peneliti paparkan sebagai berikut:
1. Manfaat teoritis, dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan
memperluas wawasan keilmuan bagi para akademisi serta bagi masyarakat luas
dan juga dapat digunakan sebagai salah satu sumber keilmuan dalam bidang

ilmu ketatanegaraan.

Gusti Ngurah Agung. Manajemen Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi (Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 2018), him. 154.



2. Manfaat praktis, dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan
pertimbangan serta evaluasi bagi pemerintah dan masyarakat dalam membuat

serta menjalankan suatu kebijkan.

Definisi Operasional
Agar terarahnya pemahaman serta untuk menghindari kesalahpahaman
terhadap judul dan permasalahan yang akan diteliti, maka dari judul “Pengelolaan

Keuangan Desa Oleh Pemerintahan Desa di Desa Pimping Kecamatan Lampihong

Kabupaten Balangan”, penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat pada

judul yang dimaksud:

1. Pengelolaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan organisasi dalam rangka
penertiban, pemeliharaan, pengaturan serta sistematika sumber-sumber yang
ada dalam organisasi. ® Adapun pengelolaan yang dimaksud dalam penelitian
ini adalah pengelolaan keuangan desa Pimping oleh Pemerintah Desa Pimping
Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan.

2. Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. ° Keuangan desa yang dimaksud
adalah keuangan desa Pimping Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan.

3. Pemerintah Desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa dan

®http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/66288/Chapter%2011.pdf?sequen
ce=3&isAllowed=y. Di akses pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 pukul 21.20 wita.

*Moermahadi S. Djanegara. Lamporan Keuangan Pemerintah Daerah (Bogor: Kesatuan
Press, 2017), him. 209.



http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/66288/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/66288/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y

perangkat desa.’® Pemerintah Desa dalam penelitian ini adalah Pemerintah

Desa Pimping Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan
yang teliti angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian
terdahulu dan penelitian yang peneliti teliti, yakni :

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Elisabeth Siringo Ringo Tahun 2017
daru Universitas Lampung, Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Adminstrasi Negara
yang berjudul “Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Adi Jaya Kecamatan
Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah”*' pokok masalah pada penelitian
ini terdapat pada pelaksanaan alokasi dana desa yaitu kurangnya sumber daya
handal yang tersedia dan hal ini memungkinkan kurangnya profesionalitas aparat
desa didesa tersebut. Selain itu juga terdapat masalah lain yaitu kurangnya sumber
daya manusia yang mau turut serta dalam pelaksanaan alokasi dana desa.
Sedangkan pokok penelitian dari penelitian ini yaitu peneliti ingin mengetahui
pengelolaan Keuangan Desa oleh pemerintah desa di Desa Pimping Kecamatan
Lampihong Kabupaten Balangan.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Riska Apriliana Tahun 2017 dari Institut
Agama Islam Negeri Surakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan

Akuntansi Syariah yang berjudul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam

Adam Latif, Ahmad Mustanir, dan Irwan. Kepemimpinan Pemerintah Desa, Partisipasi
Masyarakat dan Perencanaan Pembangunan (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2020), him.
35.

E|isabeth Siringo Ringo, op. cit., him. 9.



Mewujudkan Good Givernance”.*? Pokok masalah dari penelitian ini yaitu tidak
terpenuhinya prinsip pertanggungjawaban karena dalam pelaksanaan komponen
pengelolaan  keuangan  harus  didasari adanya  akuntabilitas  dan
pertanggungjawaban sehingga menimbulkan implikasi yang luas dilingkup desa
seperti : penyelewengan pengelolaan Dana Desa dan terkendalanya penyaluran
Dana Desa. Sedangkan pada penelitian ini penulis ingin meneliti mengetahui
pengelolaan keuangan desa di Desa Pimping karena desa tersebut termasuk desa
yang Pemerintah Desa tersebut belum maksimal dalam pengelolaan keuangan
desa.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Sri Wulandari. S Tahun 2017 dari
Universitas Hasanuddin Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan llmu Politik, Jurusan
Ilmu Pemerintahan yang berjudul “Analisis Kemampuan Pemerintahan Desa
Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Margeolembo Kecamatan
Mangkutana Kabupaten Tuwu Timur”.”® Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui kemampuan pemerintah desa di Desa Margeolembo, Kecamatan
Mangkutana dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk melihat
kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan ADD maka penulis merujuk
pada pengelolaan yaitu mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi,
wawancara, serta dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis data

dengan teknik kualitatif. Sedangkan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk

2Riska Apriliana, op. cit., him 23.
35ri Wulandari, op. cit., him. 8.
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mengetahui kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa di Desa
Pimping Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan untuk membiayai
penyelenggaraan  pemerintahan, pelaksanaan = pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Khairul Rahman Tahun 2017 dari
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum
Tatanegara yang berjudul “Peran Kepala Desa dalam Penyerapan Bantuan Dana
Desa (Studi Kasus di Desa Tamban Baru Timur Kecamatan Tamban Catur
Kabupaten Kapuas)”.** Pokok masalah dalam penelitian ini yaitu kepala desa
kurang dalam memanfaatkan dana desa itu untuk pembangunan infrastruktur serta
untuk kepentingan masyarakat. Kepala desa merupakan tombak dalam
memajukan suatu pembangunan desa, padahal kepala desa dalam melakukan
pembangunan infrastruktur desa, seperti pembangunan balai desa, jalan kekebun,
jalan desa, pelaksanaannya belum maksimal dan terkesal lambat, hal ini berkaitan
erat dengan kemampuan pemerintah desa dalam melakukan penyerapan bantuan
dana desa. Padahal kepala desa mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan
pemerintah desa, dan perberdayaan masyarakat. Sedangkan dalam penelitian ini
pokok permasalahannya yaitu karena masyarakat Desa Pimping mayoritas sebagai
petani maka dari itu pemerintah desa lebih mengutamakan pemeliharaan dan
peningakatan pada bidang pertanian, sehingga Desa Pimping dalam pengelolaan

keuangan desa mengalami ketertinggalan dari segi pembangunan.

YKhairul Rahman, “Peran Kepala Desa dalam Penyerapan Bantuan Dana Desa (Studi
Kasus di Desa Tamban Baru Timur Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas)”, (Skripsi
tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2017), him. 5.



11

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis.
Dalam sistematika ini diharapkan mempermudah dalam mencari poin-poin
tertentu, sehingga peneliti mencoba merincikan sebagai berikut :

Bab | Pendahuluan. Bab ini mengarahkan permasalahan terkait penelitian
ini mengenai Pengelolaan Keuangan Desa Oleh Pemerintah Desa Pimping
Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan. Kemudian dirumuskan dalam
bentuk latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian,
definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penelitian.

Bab Il Landasan Teori. Merupakan landasan teori yang menjadi acuan
dalam menganalisis data yang diperoleh, berisikan teori-teori yang mendukung
serta relavan dengan masalah yang diteliti.

Bab Il Metode Penelitian. Bagian ini merupakan metode yang digunakan
untuk menggali data yang diperlukan, dalam bab ini memuat jenis penelitian,
pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik
pengumpulan data, teknik pengelolaan dan analisis data serta tahapan-tahapan
penelitian, hal ini dibuat agar penelitian ini sistematis sesuai dengan prosedur
penelitian.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian. Bagian ini menguraikan dengan rinci
data hasil dari penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti mengenai
permasalahan yang diambil, mencakum gambaran umum penyaji data, analisis

data, dan pembahasan hasil penelitian.
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Bab V Penutup. Bagian ini berisi simpulan berbagai jawaban terhadap
rumusan masalah yang dinyatakan dalam Bab | pendahuluan, simpulan ini bukan
ringkasan dari uraian sebelumnya tapi sebagai hasil pemecahan terhadap apa yang
dipermasalahkan dalam skripsi. Kemudian saran hendaknya saran yang

ditampilkan bersumber pada temuan penelitian.



